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TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang  :  a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah 

Republik Indonesia yang telah mencabut pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat sebagai akibat dari 

penurunan Corona Virus Disease 2019, perlu mencabut 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal 
Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal 
Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 
 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5216); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660); 
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);  
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG 
PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM 

MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 
2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. 

 
Pasal 1 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 
Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal 
Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Mei 2023 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

           ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Juni 2023 
 

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
  ttd. 
 

ASEP N. MULYANA 
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